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RINGKASAN 

 

Pemerintah daerah kabupaten, dalam menjalankan pemerintahan daerah 

kabupaten, memiliki kewenangan legislatif sekaligus kewenangan eksekutif. 

Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan legilatif sebagai salah satu lembaga 

pembentuk peraturan daerah kabupaten dan pemerintah daerah kabupaten 

memiliki kewenangan eksekutif, yang salah satunya, sebagai pelaksana peraturan 

daerah kabupaten.  

Kewenangan legislatif pemerintahan daerah kabupaten sebagai salah satu 

lembaga pembentuk peraturan daerah Kabupaten wajib dilakukan berdasarkan 

asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas materi muatan, 

memperhatikan pembatasan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah 

kabupaten, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan 

perundang-undangan yang secara hierarkis lebih tinggi. Kewenangan eksekutif 

pemerintah daerah kabupaten salah satunya adalah menjalankan peraturan daerah 

kabupaten. Peraturan daerah kabupaten memiliki peran penting bagi pemerintah 

daerah kabupaten dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah 

kabupaten berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan bagi daerah 

kabupaten.  

Permasalahan dalam skripsi ini adalah: bagaimana kewenangan 

pemerintah daerah kabupaten dalam pembentukan peraturan daerah berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan bagaimana kewajiban pemerintahan 

daerah kabupaten yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat 

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini: tipe penelitian 

menggunakan yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah 

pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach),. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum yang dilakukan 

dengan cara mengidentifikasi fakta hukum, mengumpulkan bahan-bahan hukum, 
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melakukan telaah atas isu hukum, menarik kesimpulan dan memberikan preskripsi 

berdasarkan argumentasi yang dibuat dalam bentuk kesimpulan.  

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah kewenangan pemerintah daerah 

kabupaten dalam membentuk peraturan daerah kabupaten meliputi kewenangan 

pemerintah daerah kabupaten dalam tahapan-tahapan pembentukan peraturan 

daerah kabupaten meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, 

penetapan, dan pengundangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta kewajiban-

kewajiban pemerintahan daerah kabupaten yang dipersyaratkan dalam 

pembentukan peraturan daerah kabupaten dalam Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berkaitan dengan kesejahteraan 

masyarakat antara lain kewajiban untuk memperhatikan kejelasan tujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing 

daerah, kewajiban untuk memenuhi asas-asas materi muatan peraturan daerah, 

kewajiban untuk memperhatikan ruang lingkup materi muatan, dan kewajiban 

untuk memperhatikan partisipasi masyarakat.  

Saran dalam skripsi ini adalah pemerintah daerah kabupaten sebaiknya 

memperhatikan ruang lingkup kewenangan pemerintah daerah kabupaten dalam 

pembentukan peraturan daerah kabupaten serta pemerintahan daerah kabupaten, 

dalam pembentukan peraturan daerah kabupaten, sebaiknya memperhatikan 

kewajiban-kewajiban yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, baik Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah maupun peraturan perundang-undangan lain. 
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